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gndang‘Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

2'27,86')1‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

@ Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

LRE Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

e Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

: Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah
engan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

1 Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

1 Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik
lomor 42, Tambahan Lembaran Negara

nor '5: Tahun 1997 tentang
itan Ganti Rugi Keuangan

Tahun 2016 tentang
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/52/BPSDM-2022 tanggal
26 Januari 2022 perihal penyampaian revisi usulan nama
pengelola keuangan daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-28-2022
tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna
Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa
‘76 Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang
datansgal § FREELAR 2022

latera Barat (Bank Nagari) di Padang.
t Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang,
a Provinsi Sumatera Barat di Padang.
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